PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMR 6 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBENTUKAN DEVWAN ANGKUTAN DARAT

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa untuk kepentingan kel ancaran dan pengawasan yang seksanma dari
pada sel uruh pengangkutan didarat perlu diadakan koordi nasi antara
instansi-instansi Penerintah/ Saasta yang ada hubungannya dengan
nasal ah t er naksud,;

b. bahwa perlu dibentuk suatu badan yang dapat bekerja effectief dan
dapat nencapai daya guna yang sebesar-besarnya di bi dang pengangkut an
di darat dan peredaran barang- bar ang;

Mengi ngat
pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar 1945:

Mendengar
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 5 Januari 1960:

Menut uskan

Dengan nenbat al kan senua perat uran- perat uran dan keput usan- keput usan yang
bert ent angan dengan peraturan ini,

Menet apkan :
Peraturan Presi den tentang Penbent ukan Dewan Angkutan Darat .
BAB |
Pasal 1
Bent uk
(1) Dewan Angkutan Darat, selanjutnya disingkat DA D dibentuk pada
tingkat :
a. Pusat .

b. Daer ah Ti ngkat |.
C. Daerah Tingkat I1.

(2) DAD pada tingkat Pusat, selanjutnya disingkat D A D tingkat
Pusat, berkedudukan di ibu-kota Republik Indonesia dan kewenangannya
nel i puti seluruh wlayah Republik | ndonesi a.

(3) DAD pada tingkat Daerah tingkat |, selanjutnya disingkat D A D
tingkat |, berkedudukan di ibu-kota Daerah tingkat | dan
kewenangannya neli puti Deerah tingkat | yang bersangkut an,
Penbent ukannya hanya ji ka di pandang per | u.

(4 DAD pada tingkat Daerah tingkat |1, selanjutnya disingkat D A D
tingkat I1. berkedudukan di ibukota Daerah tingkat ||l dan
kewenangannya neli puti Daerah tingkat Il yang bersangkut an,

Penbent ukannya hanya j i ka di anggap perl u.

Pasal 2
Susunan



(1)

(2)

(3)

D AD tingkat Pusat terdiri dari

a.

b.

C.

Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. sebagai Ketua nerangkap
anggot a ;

seorang wakil dari Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan
DCarat sebagai Vékil Ketua nerangkap anggot a;

Kepala Wusan Pel aksanaan Departenmen Perhubungan Darat dan
P.T.T. sebagai sekretaris nerangkap anggot a;

anggot a;

seorang waki | dari Departenen Pekerjaan Uhumdan Tenaga,
seorang waki | dari Departenen Pertani an,

seor ang waki | dari Depart eren Perindustrian
Dasar / Per t anbangan,

seorang wakil dari Departenen Perindustrian Rakyat,

seorang waki | dari Departenen Keuangan,

seorang waki | dari Departenen Perdagangan,

seorang waki | dari Departenen Kepolisian Negara,

seorang waki |l dari Jawatan Kereta Api,

seorang wakil dari Jawatan Lal u-lintas Jal an,

0. seorang wakil dari Persatuan  Per usahaan- per usahaan
Pengangkut an Nasi onal ,

11. seorang wekil dari Dewan Perni agaan dan Perusahaan (D P.
P.),

12.  seorang waekil dari Departenen Perburuhan.

BRBOoNoO~ WDhE

DAA tingkat 1 terdiri dari

a.
b.

C.

Kepala Daerah tingkat | atau seorang waekilnya sebagai ketua
ner angkap anggot a;

seorang wakil dari Penguasa Darurat Mliter Daerah tingkat |
sebagai waki| ketua nerangkap anggot a;

seorang wakil dari Inspeksi/D nas Lalu-Lintas Jalan sebagai
sekretari s nerangkap anggot a;

anggot a:

1. seorang wakil dari Jawat an Pekerjaan Uhum dan Tenaga,

2. seorang waki | dari Inspeksi Perdagangan Dal am Negeri ,

3. seorang wekil dari Jawatan Perindustrian Daerah tingkat
l

4. seorang wakil dari Eksploitasi DK A,

5. seorang wakil dari Jawatan P.T.T.,

6. seorang waekil dari Jawatan Angkutan Mtor Republik
Indonesia (DA MRI).

7. seorang wakil dari Polisi Komsariat,

8. seorang  waki | dari Persatuan  Per usahaan- per usahaan
Pengangkut an Nasi onal ,

9. seorang wekil dari Gabungan koper asi-koperasi penakai
pengangkut an,

10. seorang wekil dari Mjelis Perniagaan dan Perusahaan (M
P. P),

11. seorang waekil dari |nspeksi Perburuhan.

DAD tingkat Il terdiri dari

Qoo

Kepal a Daerah tingkat |1 atau seorang wekil nya;

seorang wakil dari Penguasa Darurat Mliter Daerah tingkat I1I;
seorang waki| dari Departenen Perhubungan Darat dan P. T.T.,
seorang wekil dari Gabungan koperasi-koperasi  perusahaan
pengangkut an,



(4)

(1)

(2)

seorang  waki | dari Gabungan  koper asi - koper asi penakai

pengangkut an, nasi ng-masi ng  sebagai anggot a, Ketua dan

sekretaris ditunjuk diantara nereka atas pernuf akatan

Par a anggot a DAD ti ngkat Pusat di angkat dan
di perhenti kan ol en Presiden atas usul Menteri Perhubungan

Darat dan P.T.T. berdasarkan penunjukan Instansi-instansi yang

ber sangkut an;

Para anggota D A D tingkat | diangkat dan diberhentikan ol eh

Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T.;

Para anggota DA D tingkat Il diangkat dan diberhentikan ol eh

Ketua DA D tingkat |/Qibernur Kepal a Daerah tingkat I.

Pasal 3
Tugas

DA D tingkat Pusat bertugas:
1. nenent ukan penbuatan peraturan-peraturan dan nengawasi
pel aksanaannya dal am hal - hal yang ber hubungan dengan:
aa. pengusahaan, penakai an dan perlengkapan al at-al at
pengangkutan didarat serta soal-soal nengenai
per bur uhannya, termasuk nengatur inport sSpare-parts
dan al at-al at per | engkapan | ai nnya serta
di stri busi nya;
bb.  pengusahaan, penakai an, dan perlengkapan bengkel -
bengkel kendaraan bernotor serta soal -soal nengenai
per bur uhannya;
CccC. pengangkut an orang, pengangkutan barang, ternasuk
pengangkut an pos, dan uang.

2. i kut nengatur :
aa. inport dan assenbling alat-alat pengangkutan
ber not or;

bb. persediaan dan distribusi bahan-bahan  bakar
kendar aan ber not or .
DAD tingkat | bertugas:

1. nenbantu D A D tingkat Pusat dalam nel aksanakan
per at ur an- per at ur annya;
2. nengkoordinir dan  nengawasi pel aksanaan  per at ur an-

perat uran tersebut.

C. DAD tingkat Il bertugas:
nel aksanakan peraturan-peraturan yang di bikin oleh D A D
ti ngkat Pusat dan tingkat I.

Dal am nel aksanakan tugas tersebut diatas di adakan koordi nasi dengan
DCewan- dewan Angkut an Laut dan Wdar a dan ket ent uan-
ket ent uan/ per at ur an- per at uran yang tel ah ditetapkan ol eh:

QooTo

-0

DCepart enen Per hubungan Darat dan P. T.T.,

Depart enen Pekerj aan Uhum dan Tenaga,

Depart enmen Pertani an,

Departenen-departenen Perindustrian Dasar dan Pertanbangan
serta Perindustrian Rakyat,

Depar t enen Keuangan,

Depar t enen Per dagangan.

BAB | |



Pasal 4
Kewenangan

(1) Wtuk nel aksanakan tugasnya seperti termaksud dalam pasal 3 DAD
berhak nengadakan surat-nenyurat secara |angsung dengan segal a
pej abat - pej abat dan instansi-instansi Penerintah, baik sipil maupun
mliter dan swasta, yang diwgjibkan nenberi kan dengan segera segal a
ket er angan- ket erangan dan perti nbangan- perti nbangan yang dimnta ol eh
DAD

(2) Jika dipandang perlu berhubung dengan tugasnya D A D  berhak
neneri nt ahkan kepada anggot a- anggot anya nengadakan hubungan dengan
pej abat - pej abat dan instansi-instansi tersebut dalam ayat (1) dan
DAD berhak nengundang orang-orang yang dianggap perlu untuk
nenghadi ri rapat.

BAB I |

Pasal 5
aya- bi aya

aya-biaya seperti uang sidang, tata-usaha dan pengel uaran-pengel uaran
| ai n di tanggung ol eh Departenen Perhubungan Darat dan P.T.T.

BAB IV

Pasal 6
Per t anggungan-j anab

(1) Antara DAD tingkat Pusat, DAD tingkat | dan DA D tingkat 11
hanya ada hubungan hierarchis dalam hal -hal sebagai dal am pasal 3
ayat (1).

(2) Dal amnenjal ankan tugasnya D A D tingkat Il bertanggung jawab kepada
DAD tingkat | dan DA D tingkat | bertanggung-jawab kepada D A D
tingkat Pusat dan D AD tingkat Pusat bertanggung-jawab kepada
Menteri D stribusi.

Pasal 7
At ur an t anbahan

Hal - hal yang bel umdi atur dal amperaturan ini akan diatur |ebih |anjut ol eh
Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. setel ah nendengar pendapat dari D A D
ti ngkat Pusat.

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan nenenpat kan dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960



Pej abat Presi den Republ ik | ndonesi a,

Tt d.
DIUANDA
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960
Ment eri  Kehaki nan,
Tt d.
SAHARDIO
PENJELASAN
PERATURAN PRESI DEN No. 6 TAHUN 1960
t ent ang

PEMBENTUKAN DEVWAN ANGKUTAN DARAT.
UMM

QA eh karena beberapa sebab, maka pada waktu ini nasal ah pengangkut an
didarat nengalam  kesulitan-kesulitan, terutana nengenai per edar an
bar ang- bar ang.

Untuk nengatasi kesulitan-kesulitan itu, naka perlu diadakan suatu
badan yang dapat nengadakan koordinasi yang serapi-rapinya antara
instansi -instansi yang nenpunyai sangkut - paut dengan nasal ah tersebut.

Dengan pertinbanan itul ah naka di bent uk Dewan Angkutan Darat (DA D)
yang anggot a-anggotanya terdiri pejabat-pejabat sipil dan mliter serta
beberapa wakil dari kalangan swasta yang ada hubungan dengan nasal ah
pengangkut an.

Mengi ngat keadaan perang yang nasih berlaku pada dewasa ini, naka
dianggap perlu untuk nemasukkan wakil dari Penguasa Perang sebagai waki l
Ketua dari D A D agar dapat nenjadi tenaga penggerak badan itu.

Waha-usaha DA D terutama ditujukan kepada masalah peredaran
barang, dalamhal mana perlu sekali diatur dan ditentukan urutan peredaran
barang nenurut kepenti ngannya nasi ng- nasi ng.

Dal am hal ini sudah barang tentu pengirinman barang kebut uhan rakyat
sehari-hari pertahanan penerintahan harus di utanakan, hal nana perlu diatur
secara sentral oleh DA D
PASAL - PASAL

Pasal 1
Bent uk

Ti dak rnener| ukan penj el asan.

Pasal 2



Susunan

DAD disusun demkian rupa sehingga instansi-instansi yang
nenpunyai  kepentingan dalam soal pengangkutan nendapat kesenpatan
sepenuhnya unt uk nmenberi kan sunbangannya.

Pasal 3
Tugas

Untuk nengatasi kesulitan-kesulitan dalam bidang pengang-kutan
didarat dianggap perlu nenberikan tugas sepenuhnya kepada D A D yang
bersifat nengatur, nelaksanakan dan nengawasi unpananya dalam hal
eksploitasi kendaraan bernotor eksploitasi bengkel kendaraan bernotor,
inport dan distribusi spare-parts dan |ain-Ilain.

Dsanping itu perlu nenberi tugas kepada D AD untuk ikut serta
dalam nengatur hal-hal yang pada hakekatnya termasuk kewenangan
instansi-instansi |ain, unpamanya nmengenai persedi aan dan distribusi bahan
bakar bernotor, inpor dan assenbling kendaraan bernotor dan sebagai nya.

Kesul i tan pengangkutan didarat tidak berdiri sendiri oleh karena itu
perlu adanya koordinasi dengan Dewan-dewan yang nengatur pengangkutan
di l aut dan di udara.

Pasal 4
Kewenangan

Ti dak nener| ukan penj el asan.

Pasal 5
aya- bi aya

Ti dak nener| ukan pen;j el asan.

Pasal 6
Per t anggungan j awab

Herarchie yang tersebut dalam pasal ini dianggap perlu untuk
nenj am n adanya tindakan-tindakan yang seragam

Pasal 7
Ti dak nener| ukan penj el asan.

Pasal 8
Ti dak nener| ukan pen;j el asan.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1960 NCMZR 40
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 1966



